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Tesisini menganalist mengenai pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat terhadap pel aksanaan keadaan
darurat atau keadaan bahaya menurut Pasal 12 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 yang kewenangan dalam keadaan darurat tersebut hanya terletak pada satu cabang kekuasaan, yaitu
eksekutif. Bahkan, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 disebutkan, bahwa pengawasan oleh
hakim dan Dewan Perwakilan Rakyat ditiadakan jika situasi negara berada dalam keadaan darurat sesaat
setelah diumumkan oleh penguasa keadaa darurat (eksekutif). Berbeda halnya pengaturan mengenai
pengawasan dibeberapa negara yang memberikan Dewan Perwakilan Rakyat kewenangan untuk melakukan
pengawasan, bahkan sebelum keadaan darurat tersebut diumumkan. Tesisini bermaksud menjawab
mengenai bagaimana pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesiaterlibat dalam berbagai keadaan
darurat yang pernah terjadi di Indonesia, dan juga mengenai bagaimana pengaturan yang ideal pengawasan
yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat dalam keadaan darurat. Dengan menggunakan pendekatan
secara konseptual dan juga pendekatan secara perundang-undangan ditemukan beberapa persoalan di dalam
beberapa situasi darurat yang berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat
dan juga hukum yang digunakan dalam situasi darurat itu sendiri, dan dengan berbagai pendekatan yang
dilakukan, disimpulkan bahwa pengaturan mengenai keadaan darurat di Indonesia harus ditinjau ulang
karena banyak yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya dalam ha pengawasan.
Pel aksanaan keadaan darurat tidak bisa dijalankan oleh satu kekuasaan tanpa melibatkan cabang kekuasaan
lain, hal itu akan cenderung disalahgunakan

...... This thesis analyzes the supervision by the House of Representatives on the implementation of an
emergency or a state of danger according to Article 12 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia
which authority in an emergency situation lies only in one branch of power, namely the executive. In fact, in
Law Number 23 Prp of 1959 it is stated that supervision by judges and the House of Representativesis
abolished if the state isin a state of emergency immediately after an emergency (executive) authority has
announced it. Thisis different from the regulation regarding supervision in several countries which givesthe
House of Representatives the authority to carry out supervision, even before the state of emergency is
declared. Thisthesis intends to answer how the supervision of the House of Representativesin Indonesiais
involved in various emergencies that have occurred in Indonesia, and also about the ideal arrangement of
supervision carried out by the House of Representativesin an emergency. By using a conceptual approach as
well as a statutory approach, several problems were found in several emergency situations related to the
supervision carried out by the House of Representatives and also the law used in the emergency situation
itself, and with the various approaches taken, it was concluded that Regulations regarding the state of
emergency in Indonesiamust be reviewed because many are not in accordance with the times, especialy in
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terms of supervision. The implementation of a state of emergency cannot be carried out by one power
without involving other branches of power, it will tend to be misused.



